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MOTTO

Orang vang bertawakal tidak akan berkeluh kesah atau gelisah. la akan selalu
berada dalam ketenangan, ketenteraman dan kegembiraan. Jika ia memperoleh
nikmat dan karunia dari Allah Swi., ia akan bersyukur. Dan, jika ia menghadapi
cobaan, ia akan bersabar.

(Terjemahan Q.S. Al Imran (3);159)

il
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RINGKASAN

Amar pokok putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ialah
menyatakan batal sertifikat hak atas tanah Nomor 120/Desa Petung Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah secara
tuntas. Amar declaratoir tersebut hanya terbatas pada pernyataan bahwa sertifikat hak
milik Nomor 120/Desa Petung tersebut batal, sedangkan hak atas tanah tersebut tidak
dengan sendiri hilang.

Sertifikat tanah bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah dan bukan bukti
mutlak, karena masih terdapat bukti lain yang dapat membuktikan hak atas tanah
kepemilikan tanah. Penilaiaan dan pertimbangan siapa yang berhak atas tanah yang
bersangkutan adalah wewenang hakim perdata.

Sertifikat tanah sebagai alat bukti hak atas tanah yang kuat diterbitkan oleh
kepala pertanahan yang diangkat oleh Kepala Badan pertanahan Nasional. Kepala
kantor Pertanahan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh
wewenang atau wewenang yang dilimpahkan kepadanya oleh pemerintah untuk
menyelenggarakan pendaftaran tanah, maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian menjadi objek sengketa di Peradilan
Tata usaha Negara sehingga menurut hukum, Kepala Kantor pertanahan harus
dianggap bertanggung jawab atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
dan oleh karena itu ia digugat di Peradilan tata Usaha Negara. Sertifikat tanah sebagai
alat bukti yang kuat, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dasar hukum
dalam penerbitan sertifikat tanah mempunyai akibat hukum yang berbeda terhadap
sertifikat tanah, dan pendaftaran sebagai suatu tindakan hukum atas tanah yang
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan merupakan Keputusan tata Usaha Negara
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dealam kapasitasnya sebagai
Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena Sertifikat tanah merupakan refleksi dari
suatu ketetapan tertulis, maka setiap terjadi gugatan yang berkaitan dengan sertifikat
tanah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.
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Dalam konteks sengketa Agraria (tanah) pada dasarnya salah satu pihak dapat
mengajukan kasusnya ke peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi Peradilan Tata
Usaha Negara hanya dapat memutuskan perkara yang berkaitan dengan soal
administratif ke Tata Usahaan Negara. Peradilan Tata Usaha Negara tidak
mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara yang termasuk dalam lingkup
hukum perdata hak atas tanah, sehingga masalah yang dihadapi oleh yang
berkepentingan sehubungan dengan sengketa agraria (tanah) adalah apakah
pemeriksaan tersebut mejadi kompetensi Peradilan Umum atau Kompetensi Peradian
Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu perlu dibentuk suatu Pengadilan yang berfungsi untuk
menyelesaikan masalah dari aspek Tata Usaha Negara atau aspek perdata secara
Parsial, sehingga masalah sengketa agraria (tanah) dapat diselesaikan secara
komprehensif, baik dari aspek Tata Usaha Negara maupun aspek Perdata secara
bersama-sama, sehingga proses pengadilan dapat berlangsung dengan baik, cepat dan
tepat. Dengan demikian tidak ada konflik kompetensi antara Peradilan Tata Usaha
Negara dengan Peradilan Umum atau konflik kompetensi tentang pemeriksaan,
peradilan mana yang didahulukan atau yang berwenang memeriksa sengketa tersebut.
Objek sengketanya adalah sertifikat tanah atau sertifikat hak atas tanah.
Fundamentum petendi gugatan adalah adanya aspek Tata Usaha Negara dan aspek
perdata dengan petitum gugatan menuntut pembatalan sertifikat tanah. Hal ini tidak
lepas dari sisi ganda sertifikat tanah yaitu sisi Keputusan Tata Usaha Negara dan
disisi lain sebagai bukti hak keperdataan,

Sengketa tersebut terjadi sebagai akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara
berupa sertifikat hak milik Nomor 120/Desa Petung dan Nomor 121/Desa Petung,
keduanya mengenai bidang tanah yang sama, namun dalam hal sengketa tersebut
terdapat sengketa perdata yang menyangkut pembuktian tentang status dan hak atas
tanah yang menjadi kewenangan hakim perdata, maka sengketa perdata tersebut
seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan umum.

xii
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1.1 Latar belakang masalah

Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup manusia. Setiap orang
tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun
manusia masih memerlukan sebidang tanah. Jumlah luasnya tanah yang dapat
dikuasai manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat
terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambahnya jumlah manusia yang
berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambahnya jumlah
manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan
perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan teknologi menghendaki pula
tersedianya tanah yang banyak. Hal ini mengartikan bahwa tanah mempunyai
hubungan yang erat dengan kehidupan manusia baik kepentingan ekonomi, sosial
maupun politik (Saleh, 1977:7).

Air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai
fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.
Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 maka
landasan politik Hukum Agraria di Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang
Dasar 1945 yakni tercantum dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) yang berbunyi,
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti bahwa di Indonesia
lerdapat peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap
Warga Negara Indonesia demi tercapainya masyarakat yang tertib, aman dan
sejahtera. Oleh sebab itu, peraturan-peraturan yang telah dibuat dan disepakati
harus ditaati serta diamalkan dan bagi pelanggar hukum tersebut akan dikenakan
sanksi yang sesuai. Jadi dengan demikian, setiap Warga Negara Indonesia yang
hidup dan tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bisa seenaknya
berbuat sesuatu atau bertingkah laku dengan mengabaikan peraturan yang ada.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, pemerintah merasa perlu
membentuk dan memberlakukan suatu pengaturan hukum pertanahan yang dapat
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memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat
Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah membentuk dan mengundangkan Undang-
Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau
vang biasa dikenal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang dapat menjamin
kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, maka Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) mengharuskan pemerintah untuk mengadakan
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Adapun proses pendaftaran hak atas tanah
dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional di tiap Kabupaten/Kotamadya di
seluruh Indonesia. Badan Pertanahan Nasional kemudian mensosialisasikan
kepada masyarakat tentang tata cara dan syarat-syarat pendaflaran hak atas tanah
sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria,

Sungguhpun telah berusaha memberikan fasilitas secara maksimal dalam
hal pengurusan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat, namun masih terdapat
beberapa kekurangan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya. sehingga dapat
merugikan warga. Salah satu contohnya adalah terjadinya sertifikat ganda.
Dikeluarkannya dua buah sertifikat yang berbeda untuk sebidang tanah yang sama
tentu membingungkan warga yang bersangkutan dengan kepemilikan tanah
tersebut. Hal inilah yang sering menjadi polemik di kalangan masyarakat hingga
tak jarang masalah sertifikat ganda atas sebuah tanah menjadi besar dan
menimbulkan bentrokan secara fisik, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.

Salah satu contoh kasus sertifikat ganda yang juga akan dibahas oleh
penulis dalam karya tulis ini adalah kasus yang menimpa saudara Yatim P Holik.
la membeli sebidang tanah yang ternyata mempunyai dua sertifikat dengan nama
yang berbeda. Kenyataan ini baru ia ketahui ketika beberapa waktu kemudian
seseorang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya.

Dalam penyelesaian kasus sertifikat ganda, peran Peradilan Tata Usaha
Negara sangat dibutuhkan. Dalam wadah inilah pemerintah memberi bantuan
kepada masyarakat untuk menyesaikan sengketa Tata Usaha Negara menurut
pasal 1 angka 4 Undang-Undang tersebut adalah sengketa yang timbul dalam
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bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan dengan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

1.2 Rumusan Masalah .
Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimana Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam
menyelesaikan sengketa sertifikat ganda?
2. Bagaimana pertimbangan dan akibat hukum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 06/G.TUN/2002/PTUN.Sby.

tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan Skripsi
Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki
maka perlu kiranya ditetapkan suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan disini

dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan penulisan skripsi secara umum adalah

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah
ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember;

2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah
diperoleh dalam perkuliahan, dalam mewujudkan masyarakat aman,
tentram serta berkeadilan;

3. Untuk memberikan Kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang
ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada

umumnya.
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1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah :
|. Agar bisa mengetahui tentang terjadinya sertifikat ganda atau sertifikat
tumpang tindih.
2. Untuk dapat mengetahui pertimbangan dan akibat hukum dalam
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
06/G.TUN/2002/PTUN.Sby.

1.4 Metodologi

Metodologi penelitian adalah cara-cara yang dilakukan seseorang dengan
menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan
menganalisa untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan, Dalam penyusunan
skripsi ini, penyusun menggunakan metode yang diharapkan bisa mengemukakan
suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan. Sehubungan
dengan hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini metode yang
dipergunakan antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis
normatif yaitu suatu metode pendekatan dengan cara menelaah dan membahas
permasalahan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
mengikat (Soemitro 1998:138), serta landasan teoritis pendapat para sarjana
terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.

1.4.2 Bahan Hukum
1. Bahan Hukum Utama

Bahan hukum utama adalah sumber data yang berupa bahan-bahan hukum
yang mengikat dan terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan,

norma-norma, yurisprudensi, dan traktat (Soemitro, 1999:12)
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2. Bahan Hukum Penunjang
Bahan hukum penunjang berasal dari pejelasan bahan hukum utama untuk
menganalisis dan memahami, bahan hukum utama seperti rancangan dari suatu
peraturan, pendapat para ahli dan hasil dan suatu penelitian. (Soemitro, 1999:12),
Bahan hukum ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-
majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas
permasalahan.
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajan peraturan perundang-undangan,
literatur, sehingga diperoleh bahan hukum utama dan penunjang yang selanjutnya
disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan permasalahan yang akan
dibahas. Selain itu metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini antara lain :
a.Wawancara
Metode wawancara yaitu pengumpulan dan pengolahan bahan hukum vang
diperoleh dari keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan langsung dari
sumber bahan hukum itu antara lain :
1. Bapak Yatim P. Holik selaku Kuasa hukum Penggugat
2. Bapak Holik Budiono S.H. selaku Pengacara
3. Tbu Samsiati selaku Penggugat
b. Studi dokumen
Untuk memperoleh data sekunder diantaranya dilakukan dengan studi
dokumen, vaitu cara pengumpulan bahan hukum dan dokumen yang diperoleh
dari instansi yang terkait dengan permasalahan.
4. Metode Analisa Bahan Hukum
Penyusun dalam melakukan analisa terhadap data dan permasalahan yang
akan dibahas, menggunakan analisa deskritif kualitatif, yaitu suatu metode
untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai permasalahan yang tidak di
dasari atas bilangan statistik, akan tetapi didasarkan atas analisa-analisa yang di
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uji dengan norma-norma hukum masyarakat yang akan dibahas (Soemitro,
1990:30).

Untuk penarikan kesimpulan, penyusun menggunakan metode penarikan
secara Deduktif, yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan
yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian khusus. Hal ini dapat diartikan
sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum
menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98), sehingga

tercapailah hasil yang sesuai dengan tujuan penulisan ini.
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BAB 2.FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
2.1.1 Posisi Kasus

Pada tanggal 21 Mei 2001 Yaum P. Holik telah membeli dan menerima
penyerahan dari Samsiati, scbagaimana Samsiati telah menjual dan menyerahkan
kepada Yatim P. Holik atas sebidang tanah hak milik Nomor 121 yang terletak di
Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, menurut buku tanah
tanggal 2 Oktober 2000 tercatat atas nama Samsiati, surat ukur tanggal 15 Mei
2000 Nomor 32/Pet/2000, luas 6289 meter persegi dengan Nomor Identifikasi
Bidang Tanah (NIB) 12.34.11.09.00037. Jual beli atas tanah hak tersebut
dilakukan dengan dibuatkan akta Jual-Beli Nomor 14/1.BSS/V/2001 oleh dan
dihadapan Etty Soentari.S.H., yang diangkat/ditunjuk sebagai Pe¢jabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) di Jember pada tanggal 21 Mei 2001,

Tidak lama kemudian, tiba-tiba Yatim P. Holik olch Kepala Polisi Sektor
Bangsalsan dipanggil untuk dimintai keterangannya berkaitan Laporan Polisi dari
Khusnul Hikmah yang menuduh Samsiati telah melakukan pemalsuan surat vaitu
Sertifikat (tanda bukti hak) Milik No. 121/Desa Petung tersebut diatas, akan tetapi
sampai sekarang Yatim P. Holik oleh Polisi Sektor Bangsalsari tidak pernah
diadakan penyidikan.

Oleh sebab itu pada tanggal 16 November 2001 Yatim P. Holik mohon
informai kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengenai Sertifikat (tanda
bukti hak) Milik nomor 121/Desa petung tersebut, dan semenjak itu baru
diketahui oleh Yatim P. Holik bahwa scbidang tanah hak Milik Nomor 12]1/Desa
Petung yang dibeli oleh Yatim P. Holik dari Samsiati tersebut oleh Kepala Badan
Pertanahan Kabupaten Jember telah diterbitkan juga Sertifikat (tanda bukti hak)
Milik Nomor 120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11 Agustus 2000 tercatat atas
nama Khusnul Hikmah, surat ukur tanggal 9 Juni 2000 Nomor 04/Pet/2000, luas
6300 meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
12.34.11.05.00045, yang berasal dari bekas yasan menurut Leter C Nomor 2337
tercatat atas nama Sjafiah Shaheri, persil Nomor 143, s 11, luas 0.317 Deci Are.
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Olch karena itu sebelum dibuatkan akta Hibah, Sjafiah Shahern menyampaikan
bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 avat (1) Pemturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu berupa Salinan dari Pendaftaran Buku C
sebelum tanggal 24 September 1960 dari Kepala Desa Pelung dengan mengisi
Formulir Model D, yang isinya seolah-olah diambil dan Buku Pendaftaran Huruf
C Desa Petung yang disalin ke dalam Formubhr Model D. Sedangkan ternyata
nama Sjafiah Shaheri dengan Nomor Buku Pendaftaran Haruf C 2337 untuk tanah
sawah persil Nomor 143, s III, luas 0.317 Deci Are tidak tercatat dalam Buku
Pendaftaran Huruf C Desa Petlung sebelum tanggal 24 September 1960 dan tidak
dimiliki oleh Sjafiah Shaheri sebelum tanggal 24 September 1960, padahal
Salinan dari Pendaftaran Buku C sebelum tanggal 24 September 1960 (Formulir
Model D} tersebut menjadi salah satu syarat untuk pengeluaran Sertifikat (tanda
bukti hak) Milik Nomor 120/Desa Petung, sehingga Salinan dari Pendaftaran
Buku C sebelum tanggal 24 September 1960 (Formulir Model D) yang dimaksud
isinya tidak benar, dan oleh karenanya cacat hukum.

Sesudah akta Hibah dibuat, maka akta Hibah berikut Salinan dari
Pendaftaran Buku C sebelum tanggal 24 september 1960 (Formulir Model : D)
tersebut diatas disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
untuk didaftar, kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
dilakukan Pengumuman dan juga dilaksanakan pengukuran atas bidang tanah
uang tercantum dalam Salinan dari Pendaftaran Buku C sebelum tanggal 24
September 1960 (Formulir Model : D) tersebut. Salinan dari Pendaftaran Buku C
sebelum tanggal 24 September 1960 (Formulir Model ;: D) yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Petung tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial dan
Kepala Desa Petung telah menyalahgunakan wewenang dan berbuat sewenang-
wenang sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a, b, dan ¢ Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
terutama Asas Kecermatan Formal.

Sebelum melaksanakan pengukuran atas bidang tanah tersebut, untuk
pengeluaran Sertifikat (tanda bukti hak) Milik Nomor 120/Desa Petung, Kepala
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Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pasti sudah mengetahui terlebih dahulu
dengan jelas bahwa bidang tanah tersebut telah pernah diadakan penetapan batas
dengan tanda-tanda batas yang telah dipasang terlebih dahulu, yang dilaksanakan
pada waktu pengukuran atas bidang tanah tersebut juga untuk pengeluaran
Sertifikat (tanda bukti hak) Milik Nomor 121/Desa Petung, karema untuk
pengukuran atas tanah hak Milik Nomor 121/Desa Petung oleh Kepala Kantor
Badan Pertanahan Kabupaten Jember telah dilaksanakan terlebih dahulu daripada
tanah hak Milik Nomor 120/Desa Petung.

Sungguhpun telah mengetahui adanya tanda-tanda batas yang telah
dipasang dan pada waktu pengukuran atas bidang tanah tersebut ditkuti oleh
Kerawal Desa Petung serta pemegang-pemegang hak atas bidang tanah yang
berbatasan juga dipanggil untuk menyetujui penetapan batas dengan memasang
tanda-tanda batas, sudah seharusnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten
Jember minta keterangan kepada mercka tentang adanya tanda-tanda batas yang
telah dipasang terlebih dahulu diatas bidang tanah tersebut juga, Namun hal itu
oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Jember tidak dilakukannya dan terus saja
pengukuran dilaksanakannya.

Selain itu mengenai Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) untuk tanah
Hak Milik Nomor 120/Desa Petung adalah 12.34,11.05.00045, sedangkan untuk
tanah Hak Milik Nomor 121/Desa Petung adalah 12.34.11.09.00037, padahal
menurut pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa Nomor Identifikasi
Bidang Tanah terdiri dari 13 digit, yaitu 8 digit pertama merapakan kode Propinsi,
Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa tempat bidang tanah terletak, dan 5
digit terakhir merupakan nomor bidang tanah , maka ternyata terdapat perbedaan
dalam mencantumkan kode desa yaitu untuk tanah hak Milik Nomor 120/Desa
Petung kode desa 05 dan untuk tanah hak Milik Nomor 121/Desa Petung kode
Desa 09.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, sudah jelas ternyata bahwa Sertifikat
(tanda bukti hak) Milik Nomor 120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11 Agustus
2000 yang tertulis atas nama Khusnul Hikmah, surat ukur tanggal 9 Juni 2000
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Nomor 04/Pet/2000, luas 6300 meter persegi vang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember tersebut adalah
menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik,
ferulama Asas Kecermatan Formal.

Khusnul Hikmah tidak pemah menguasai tanah tersebut, sedangkan sejak
tanah tersebut sebelum dihibahkan oleh Srati b. P. Soetri kepada Samsiati, Srati b,
P. Soetri telah menguasainya tanpa gangguan dari pihak manapun; demikian juga
sama halnya setelah Samsiati menerima hibah tanah tersebut dari Srati b, P.
Soetri, bahkan sesudah tanah tersebut oleh Samsiati disewakan kepada Gozali
sejak bulan November 2000 sampai dengan bulan November 2001 atau selama 1
(satu) tahun pun, tidak ada gangguan dari siapapun juga.

Meskipun persewaan tanah tersebut telah berakhir, akan tetapi tanah
tersebut telah dikuasai oleh Samsiati , sedangkan Yatim P. Holik menunggu
penyelesaian dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Akibat perbuatan-perbuatan Kepala Desa Petung dan Kepala Kantor
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember scbagaimana tersebut diatas,
Penggugal merasa sangat dimgikan, maka Yatim P. Holik mohon kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan :

I. Menerima dan mengabulkan gugatan Yatim P. Holik untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah isi Formulir Model : D yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Petung yang isinya diambil dari Buku Pendaftaran
Huruf C Desa Petung scbelum tanggal 24 September 1960, yang disalin
ke dalam Formulir Model : D tersebut yang menjadi salah satu syarat
untuk pengeluaran Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 120/Desa Petung,

3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat (tanda bukti hak) Milik Nomor
120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11 Agustus 2000 tertulis atas nama
Khusnul Hikmah, surat ukur tangeal 9 Juni 2000 Nomor 04/Pet/2000, luas
6300 meter persegi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kabupaten Jember;
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4. Memerintahkan kepada Kepala Desa Petung untuk mencabut Formulir
Model: D yang isinya sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas;

5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Jember untuk mencabut Sertifikat (tanda bukt hak) Milik
nomor 120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11 Agustus 2000 tertulis atas
nama Khusnul Hikmah, surat uwkur tanggal 9 Jum 2000 Nomor
04/Pet/2000, luas 6300 meter perseg;

6. Menghukum Kepala Desa Petung dan Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten Jember secara tanggung renteng untuk membayar biaya
perkara.

(Putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
06/G.TUN/2002/PTUN. Surabaya tanggal 6 Juni 2002).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Yatim P, Holik dengan
sural gugatnya yang bertanggal 17 Januar 2002 mengajukan sengketa Tata Usaha
Negara tersebut terhadap Kepala Desa Petung sebagai Tergugat 1 dan Kepala
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember sebagai Tergugat 11 dihadapan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Januari 2002 dibawah
Register Perkara Nomor 06/G.TUN/2002/PTUN.Sby., sebagaimana surat gngat
tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 7 Maret 2002, dan pada
tanggal 6 Juni 2002 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Yatim P. Holik untuk selurubnya;

- Menyatakan batal ;

1. Formulir D Nomor 03277 salinan leter C Nomor 2337 buku
kerawangan desa Petung Kecamatan Bangsalsari atas nama
Sjafiah Shaheri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petung;

2. Sertifikat hak Milik atas tanah Nomor 120/Desa Petung
Kecamatan Bangsalsan Kabupaten Jember atas nama Khusnul
Hikmah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten Jember;
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- Membebankan terhadap Kepala Desa Petung untuk mencabut :

Formulir D Nomor 03277 salinan leter C Buku Kerawangan Desa
Petung Kecamatan Bangsalsari atas nama Sjafiah Shaheri:

- Membebankan pula kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
untuk mencabut Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 120/Desa Petung
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember atas nama Khusnul Hikmah
tersebut.

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, baik
Kepala Desa Petung maupun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
menerimanya dan dalam tenggang waktu scbagaimana yang ditentukan oleh
Undang-Undang ternyata keduanya tidak mengajukan permohonan pemeriksaan
tingkat Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sehingga putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 06/G.T UN/2002/PTUN.Sby.,
tanggal 6 Juni 2002 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.1.2  Alasan Dalam Gugatan

Alasan yang digunakan dalam gugatan Yatim P. Holik adalah bahwa
Sertifikat (tanda bukti hak) Milik Nomor 120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11
Agustus 2000 tertulis atas nama Khusnul hikmah, surat ukur tanggal 9 Juni 2000
Nomor 04/Pet/2000, luas 6300 meter persegi yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember terscbut adalah menyimpang dan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria
!/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan bertentangan
dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Kecermatan

Formal.
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2.2 Dasar Hukum
Peraturan-Peraturan yang digunakan sebagai Dasar Hukum dalam
pemahaman skripsi ini adalah sebagai berikut :.
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ({ Amandemen ke V )
“Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
Oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat™

2. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA),

Pasal 3 vang berbunyi ;

“Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat

dan hak-hak yang serupa i dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat,

sepanjang menunit kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan

Undang-undang dan Peraturan—Peraturan lain yang lebih tinggi”

Pasal 5 yang berbunyi ;

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas Persatuan

Bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan Peraturan-Peraturan

yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan

Perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur

yang bersandar pada Hukum Agama”

Pasal 19 yang berbunyi ;

(1) Untuk menjamin Kepastian Hukum oleh Pemenntah, diadakan
pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukaan lahan,
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

dan
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dengan Badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusal maupun
di dacrah, sebgai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ayat (5} : Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk
mendapatkan keputusan.

Ayat (6) : Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau
yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum
perdata.

Ayat (7) : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha
MNegara.

Ayat (8) : Hakim adalah hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara
dan/atau hakim pada Pengadilan Tingg Tata Usaha Negara.

Pasal 4, yang berbunyi :

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencan keadilan terhadap sengketa Tata
Usaha Negara.

Pasal 5,

Ayat (1) : Keckuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Megara dilaksanakan oleh ;

Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ayat (2) : Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara
Tertinggi.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

16

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
Pasal 48
Ayat (1) :Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diben
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu,
maka sengketa Tata Usaha Negara lersebut harus diselesaikan melalui
upaya administrasi yang tersedia.
Ayat (2) :Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus. dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana vang dimaksud
dalam Ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah
digunakan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3
tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1973 tentang Tata Cara
Pemberian Hak Atas Tanah.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986. Menurut Undang-Undang ini, kompetensi absolut Peradilan Tata
Usaha Negara hanya menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 47
Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, Yang
dimaksud sengketa Tata Usaha Negara menurut pasal | angka 4 Undang-Undang
tersebul adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara
orang atau badan hukum perdata dengan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar rumusan ini, maka sengketa Tata
Usaha Negara mengandung unsur :
a. Pertama : subyek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
b, Kedua : obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang
berarti bahwa sengketa Tata Usaha Negara terjadi dari adanya Keputusan

Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara merupakan

condition sine quanon bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara, Tanpa

Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan ada sengketa Tata Usaha

Negara.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memformulasikan
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata. Dengan rumusan ini, pengertian Keputusan
Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur tertentu sebagai kepastian untuk
menentukan bahwa keputusan organ pemerintahan itu sebagai Keputusan Tata
Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara
menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Unsur-unsur Keputusan Tata
Usaha Negara yang dimaksud adalah penetapan tertulis oleh badan atau pejabat
Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menurut penjelasan Pasal | angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986,
maksud penetapan tertulis adalah cukup ada bukti hitam diatas putih. Istilah
penetapan tertulis, terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk
keputusan, sehingga sebuah memo atau nota saja dapat memenuhi syarat sebagai
penetapan tertulis. Mengenai pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
dirumuskan dalam pasal | angka 2 Undang-undang tersebut yaitu “Badan atau

Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan. ...."Menurut penjelasan pasal |
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angka | Undang-undang tersebut ialah ,"Urusan pemerintahan ialah kegiatan yang
bersifat eksekutif.”

Dalam penjelasan Pasal |1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
disebutkan bahwa tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan
hukum Tata Usaha Negara. Sedasar dengan maksud makna Hukum Tata Usaha
Negara tersebut adalah Hukum Administrasi, dan Hukum Administrasi adalah
hukum publik, maka tindakan hukum Tata Usaha Negara merupakan tindakan
hukum publik. Dengan demikian, sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan
kompetensi absolut Peradilan administrasi, menurut Undang-undang Nomor 5
tahun 1986 sesungguhnya adalah suatu sengketa hukum publik, yakni hukum
administrasi, karena terjadinya sengketa ilu menyangkut pelaksanaan suar
wewenang pemerintahan menurut hukum publik yang dilaksanakan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berarti yvang di sengketakan di Peradilan
Tata Usaha Negara adalah pelaksanaan wewenang urusan pemerintahan yang
dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa tindakan
pemerintahan menurut hukum publik.

Ketentuan hukum acara yang diatur dalam Bab IV Pasal 53 sampai dengan
Pasal 132 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menjadi dasar acuan tertib acara
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Tertib acara Peradilan tata Usaha
Negara juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991,
berbagai yurisprudensi tetap, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan
Mahkamah Agung pada prinsipnya tata tertib acara pemeriksaan gugatan tata
usaha Negara sama dengan tata tertib acara pemeriksaan gugatan perdata, kecuali
sejumlah karaktenistik pembeda, antara lain:

a. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau
pejabat tata usaha negara. (pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986);

b. Tergugat selalu badan atau Pejabat Tata Usaha Negam yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atan

3
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yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang alau badan hukum
perdata (Pasal | angka 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

¢. Peranan aktif hakim dalam Peradilan Tata Usahag Negara sejak
pemeriksaan persiapan hingga tahap-tahap pemenksaan pokok perkarn
(periksa Pasal 63, Pasal 80. Pasal 85, dan Pasal 107 Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986):; '

d. Prosedur dismissal (rapat musyawaratan) merupakan tahapan pemantapan
gugatan untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima Jjika
memenuhi kriteria yang ditentukan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5
tahun 1986 ;

€. Pemeriksaan persiapan, apabila gugatan tidak sempumna dapat diperbaiki
dan dilengkapi oleh Hakim Tata Usaha Negara ( Pasal 63 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986);

f. Gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (Pasal
67 ayat (1) Undang-uandang Nomor 5 tahun 1986), kecuali jika terdapat
penetapan yang mengabulkan permohonan penggugat untuk menunda
pelaksanaan keputusan tata Usaha Negara (Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986):

g Panggilan sidang dianggap sah jika masing-masing telah menerima
panggilan yang dikirim surat tercatat (pasal 65 Undang-Undang Nomor 5
tahun 1986). Tenggat waktu panggilan tidak boleh kurang dari enam hari
sebelum hari sidang, kecuali sengketa diperiksa dengan acara cepal (Pasal
64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986).

2.3.2  Gugatan Tata Usaha Negara

Gugatan tata usaha Negara adalah permohonan yang berisi tuntutan
terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk
mendapatkan keputusan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor § tahun 1986).
Mengenai wewenang mengadili (kompetensi), baik kompetensi absolut maupun
kompelensi relatif hanya diatur dalam | (satu) pasal dalam undang-Undang

Nomor 5 tahun 1986, ialah pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
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Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 telah ditetapkan
bahwa gugatan harus memuat

a. ldentitas gugatan :

I. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat
atau kuasanya,

2, Nama, jabatan dan tempaty kedudukan tergugat;

b. Dasar gugatan (fundamentum petendi)

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan (petitum).

2.3.3 Pengertian Sertifikat Tanah dan Sertikat Ganda
Untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, maka Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) mengharuskan pemerintah untuk mengadakan
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Dalam pasal 19 (20 UUPA) ditentukan
bahwa pendaftaran tanah itu meliputi dua hal yaitu :
a. Pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah-tanah serta penyelenggaraan
tata usahanya.
b. Pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat tanda bukti hak
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah olch kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten diadakan -
a. Daftar tanah ;
b. Daftar nama ;
Daftar buku tanah ;
d. Daftar surat ukur.

Ly

Didalam surat ukur selain memuat gambar situasi tanah yang memaparkan
batas tanah, tanda-tanda batas, dan vang terpenting harus memuat pula :
a. Nomor pendaftaran ;
b. Nomor dan tahun surat ukur/buku tanah;

L]

Nomor pajak jika mungkin;
d. Uraian tentang letak tanah;

e. Uraian tentang keadaan tanah;
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[. Luas Tanah;
g. Orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-balasnya.

Setelah adanya pengesahan maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-
batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan
dalam daftar buku tanah. Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit
menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya
ditetapkan oleh Menteri Agrania, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang
berhak. Sertifikat ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19
Undang-Undang Pokok Agraria. (UUPA). Jika pembuatan ukur tidak dapat dibuat
dengan segera, karena peta pendaftaran yang bersangkutan dengan bidang tanah
i belum dibuat, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi Sertifikat
Sementara. Sertifikat sementara yaitu sertifikat tanpa surat ukur, mempunyai
fungsi dan kekuatan sebagai sertifikat.

Sertifikat Ganda adalah sertifikat yang menguraikan sebidang tanah yang
sama sehingga sebidang tanah tersebut diuraikan dengan 2 (dua) buah sertifikat
atau lebih yang berlainan datanya. Sertifikat yang demikian disebut pula sertifikat
tumpang tindih, baik tumpang tindih scluruh bidang atau tumpang tindih sebagian
dan bidang tanah tersebut, yang terjadi karena sertifikat tersebut tidak dipetakan
di dalam peta pendaftaran atau peta situasi dacrah tersebut. Jika peta-peta
pendaftaran tanah atau peta situasi pada tiap-tiap kantor Badan Pertanahan dibuat
dan atau semua penerbitan sertifikat, gambar situasi/ surat ukurnya dipetakan di
dalam di dalam peta-peta yang ada, maka kemungkinan terjadinya sertifikat
Ganda atau sertifikat tumpang tindih kecil sekali.

2.3.4 Syarat Memperoleh Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
Syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan permohonan
sertifikat Hak Milik atas tanah yaitu -
L Terhadap tanah-tanah yang berasal dari Konversi
I. Tanah bekas hak adat (Yasan, dan sebagainya).
a. Bagi dacrah yang sebelum tanggal 24 Scptember 1960 sudah dipungut
pajak.
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1) Surat pajak hasil bumi/petok D lama/perponding Indonesia dan
segel-segel lama, atau

2) Keputusan penegasan/pembenan hak dan instansi yang berwenang

3) Surat asli jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya.

4) Surat pemnyataan Kepala Desa yang dikuatkan olch Camat
setempat.

5) Pemyataan pemilik bahwa tanah tersebut, tidak dalam sengketa dan
tidak dijadikan tanggungan hutang, serta sejak kapan dimiliki.

b. Bagi daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 belum dipungut
pajak

1) Keputusan penegasan/pemberian hak dar instansi yang berwenang

2) Surat asli jual beli, tukar menukar dan sebagainya dibuat dan
disaksikan oleh Kepala Desa/atan yang setingkat.

3) Surat pernyataan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat
setempat.

4) Pernyataan pemilik bahwa tanah tersebut, tidak dalam sengketa dan
tidak dijadikan tanggungan hutang, serta sejak kapan dimiliki.
{materai Rp. 25.00)

2. Tanah bekas hak barat (eigendom, dan sebagainya)

1} Grosse akte,

2) Surat Ukur.

3} Turunan surat keterangan kewarganegaraan yang sudah disahkan
oleh pejabat berwenang.

4) Kuasa konversi (kalau diperlukan).

5) Pemyataan pemilik bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa,
tidak dijadikan tanggungan hutang, sejak kapan dimilika dan belum
pemnah dialihkan atau diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak
lain .

II. Terhadap tanah-tanah yang berasal dari Pemberian Hak

I. Asli surat keputusan pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

23

2. Tanda bukti lunas pembayaran sebagaimana ditentukan dalam surat

keputusan pemberian hak tanah tersebut.

ITl. Terhadap tanah-tanah yang berasal dari Pemindahan serta Peralihan

hak milik atas tanah
1. Jual beli.

.

C.

Akta jual beli vang dibual dibadapan Pejabat Pembual Akta Tanah
(P.PAT)

Sertifikat dar tanah yang bersangkutan (jika belum ada sertifikat harus
dipenuhi syaral dalam kolom konversi)

Pernyataan jumlah tanah yang dimailiki.

Turunan surat keterangan warga Negara Indonesia yang disahkan oleh
yang berwenang.

1jin peralihan hak jika diisyaratkan.

2. Hibah.

a.
b.

.

Akta hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T)
Sertifikat dari tanah yang bersangkutan (jika belum ada sertifikat harus
dipenuha syarat dalam kolom konversi dan SKPT)

Pernyataan jumlah tanah yang dimiliki.

Turunan surat keterangan warga Negara Indonesia suami istri yang
disahkan oleh yang berwenang.

ljin peralihan hak jika disyaratkan.

3. Lelang

a.
b.

Kutipan otentik berita acara lelang vang dibuat oleh kantor lelang.

Tanda bukti lunas pembayaran pajak tanah.

Sertifikat dan tanah yang bersangkutan.

Turunan surat warga Negara Indonesia suami-istni yang disahkan oleh
yang berwenang,

Pernyataan jumlah tanah yang dimiliki.

Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) yang diminta sebelum lelang
dilaksanakan.
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4. Pembagian harta warisan.

a.

b.

Keterangan warnsan dari instansi yang berwenang.

Keterangan pelunasan pajak tanah sampai saat meninggalnya pewaris
{pasal 23 P.P 10/1961).

Sertifikat dari tanah yang bersangkutan (jika belum ada sertifikat harus
dipenuhi syarat dalam kolom konversi).

Pemyataan jumlah tanah vang dimiliki.

Turunan surat keterangan warga Negara Indonesia vang disahkan oleh
Pejabat yang berwenang.

Ijin peralihan hak, jika disyaratkan.

1V. Terhadap tanah-tanah yang berasal dari Sertifikat ke-TI
1. Jika sertifikat hilang,

i.

Surat keterangan dari Kepolisian yang menerangkan kehilangan tersebut.

b. Mengumumkan dalam berita negara dan harian setempat,
2. Jika sertifikat rusak.

Menyerahkan sertifikat yang rusak.

V. Hak Tanggungan Atas Tanah
1. Sertifikat hak tanah bersangkutan.
2. Akta Credit Verband/Akte hipotik yang bersangkutan yang dibuat oleh
P.PAT.

2.3.5 Tata Cara Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah

[

o

Para pemohon untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah ialah :

. Penerima hak,

Ahl waris.
Pemilik tanah.
Pemilik sertifikat yang hilang.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1. Penerima hak
a. Jenis permohonan hak pendafiaran berdasarkan surat keputusan pemberian
hak atas tanah.
b. Syarat-syarat.
(1) Secara terperinci seperti kami tlis pada sub bab 2.3.4 (syarat-syaral
yang harus dipenuhi jika anda mengajukan permohonan sertifikat)
{2) Surat keputusan pemberian hak atas tanah.
(3) Bukti pembayaran uang pemasukan
¢. Kantor Sub Direkiorat Agraria Kabupaten / Kotamadya.
(1) Surat-surat yang diserahkan oleh pemohon
- Surat keputusan pemberian hak atas tanah
- Surat keterangan pendaftaran tanah

(2) Pengolahan
- pemasangan tanda batas atau penunjukan batas tanah diselesaikan
para pemilik tanah yang berbatasan.
- pengukuran batas tanah hak secara kadasteral.
- pembuatan ;
a. surat ukur atau gambar situasi.
b. buku tanah dan penerbitan sertifikat.
(3) Serufikat hak atas tanah diserahkan kepada pemohon.

2. Ahli waris

a. jenis permohonan pendafiaran :
pengakuan, penegasan hak konversi berdasarkan warisan tanah bekas hak
adat dan lain-lain,

b. syarat-syarat :
(1) secara terperinci seperti kami tulis pada sub Bab 2.3.4 (syarat-syarat

yang harus dipenubhi jika anda mengajukan permohonan sertifikat).

(2) Tanda bukti hak atas tanah.
(3) Surat  keterangan hak waris (fatwa wars) dari instansi yang

berwenang.
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(4) Surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh Camat yang
membenarkan surat tanda bukti tanah (tanda bukti hak atas tanah).

(5) Tanda bukti atauw surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam
persengketaan.

Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten / Kotamadya

(1) Surat-surat yang diserahkan oleh pemohon :

surat hak waris (fatwa waris).

tanda bukti hak atas tanah.

surat keterangan pendaftaran tanah.

surat tanda pembayaran dan pendaftaran.
segel tanah.

surat tanda lunas pajak.

(2) Pengolahan

pengumuman selama dua bulan di :
a) kantor kelurahan .
b) kantor kecamatan,
pemasangan tanda batas atau penunjukan batas tanah disaksikan
para pemilik tanah yang berbatasan;
Pengukuran batas tanah hak secara kadasteral:
Pembuatan :
* surat ukur atau gambar situasi

* buku tanah dan penerbitan sertifikat

(3) Sertifikat hak atas tanah discrahkan kepada pemohon.

3. Pemilik tanah

a. jems permohonan pendaftaran ;

b.

pengakuan atau penegasan atau konversi karena pemindahan atau
peralihan hak berdasarkan akta jual beli atau hibah tanah atas tanah-tanah
milik adat.

syarat-syarat :
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4. Pemilik sertifikat yang hilang

a.

Jenis permohonan pendaftaran

Penggantian sertifikat berdasarkan pemnyataan hilangnya suatu sertifikat

hak-hak atas tanah.

Syarat-syarat

(1) Secara terperinci seperti kami tulis pada sub Bab 2.3.4. (syarat-syarat
yang harus dipenuhi jika anda mengajukan permohonan sertipikat)

(2) Surat pernyataan dari kepolisian tentang hilangnya sertifikat hak atas
tanah yang bersangkutan.

Kantor sub direktorat agraria kabupaten / kotamadya

(1) Surat-surat yang diserahkan oleh pemohon :
- surat permohonan sertifikat baru
- pernyataan hilangnya sertipikat hak atas tanah dari kepolisian
- pembayaran uang pendaftaran dan pengumuman

(2) Pengolahan

- pengumuman | dengan tenggang waktu satu bulan di
a) surat kabar setempat
b) berita negara

= pengumuman Il dengan tenggang waktu satu bulan dj -
a) surat kabar sclempat
b) berta negara

= pembuatan salinan surat ukur atau gambar situasi,

- Pencatatan di buku tanah

(3) Sertifikat Pengganti diserahkan kepada pemohon.
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas maka penuhs dapat menarik kesimpulan, antara

lain sebagm benkut;

.

13

bahwa sescorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara vang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau
rechabilitasi. Seperti contoh kasus terjadinya sengketa sertifikat ganda ini.
Sertifikat Ganda adalah sertifikat yang menguraikan sebidang tanah yvang
sama sehingga sebidang tanah tersebut diuraikan dengan 2 (dua) buah
sertifikat atau lebih yang berlainan datanya. Sertifikat vang demikian
disebut pula sertifikat tumpang tindih, baik tumpang tindih seluruh bidang
atau tumpang tindih sebagian dari bidang tanah tersebut, vang terjadi
karena sertifikat tersebut tidak dipetakan di dalam peta pendaftaran atau
peta situasi daerah tersebut. Jika peta-peta pendaftaran tanah atau peta
situasi pada tiap-tiap kantor Badan Pertanahan dibuat dan atau semua
penerbitan sertifikat, gambar situasi/ surat ukumya dipetakan di dalam di
dalam peta-peta yang ada, maka kemungkinan terjadinya sertifikat Ganda
atau sertifikat tumpang tindih kecil sekali.

Fundamentum Petendi gugatan adalah adanva aspek Tata Usaha Nepara
dan aspek perdata dengan petitum gugatan menuntut pembatalan sertifikat
tanah. Hal i tidak lepas dari sisi ganda sertifikat tanah yaitu sisi
Keputusan Tata Usaha Negara dan disisi lain sebagai bukti hak
keperdataan.

Sengketa tersebut terjadi sebagai akibat adanya Keputusan Tata Usaha
Negara berupa sertifikat hak milik Nomor 12(¥Desa Petung dan

No. 121/Desa Petung, keduanya mengenai bidang tanah yang sama,

namun dalam hal sengketa tersebut terdapat sengketa perdata yang

4
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menyangkut pembuktian tentang status dan hak atas tanah yang

menjadi kewenangan hakim perdata, maka sengketa perdata tersebut
scharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan umum.

Objek sengketanya adalah sertifikat tanah atau sertifikat hak atas tanah.
Dalam proses penerbitan sertifikat menurut Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 vang terdiri dari pengumpulan data fisik, pengumpulan dan
pemeliharaan data yuridis, pengukuran bidang tanah, penetapan tanda-
tanda batas bidang tanah, pembuatan peta dasar pendafiaran tanah, persil
atau peta bidang tanah, pembuatan daftar tanah dan surat ukur,
pengumuman data fisik dan data yuridis, pengesahan data fisik dan data
yuridis schagal pembuktian hak atas tanah dalam buku tanah, pembuatan

daftar nama dan penerbitan serifikat.

4.2 Saran

1.

Hendaknya pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional harus
lebih teliti dalam mengurus proses peralihan hak atas tanah yang dimohon
oleh warga, schingga tidak memungkinkan terjadinya sertifikat ganda.
Kantor Pertanahan Nasional turut berempati dan ikut berperan, walaupun
tidak secara langsung dalam permasalahan yang dihadapi olech pemohon
hak atas tanah dengan pihak ketiga dalam hal ini terutama saksi waktu
diadakan pengukuran hendaknya dicatat dan dilampirkan dalam sertifikat
serta para pihak yang memiliki batas tanah tersebut.

. Menghimbau kepada pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten

Jember untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sebuah sertifikat
hak milik atas tanah dan tata cara serta prosedur pendaftaran tanah yang
mana sertifikat itu digunakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang
sah dan diakui, maka untuk itu perlu adanya dorongan dalam rangka
penyertifikatan pendaftaran tanah.
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PUTUBARN

WOMOR 3 oﬁfﬁ.wnfzmzfmn.m.

'MWWMYAHH&HAH&“.

Pengadilan Tata Usasha Fegara Sumabaya yang memeriksa dan mongadl

14 smengketa Teta Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan -
Futusanmya, dalam perkara antara &
YATIM PAX BOLIK, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempet
tinggal di Dusun Kalisatan RT,02, W01, Desa s

Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Eabupaten Jember,

Yang selanjutnya memberikan kumsa khusus tertangmal-

22 Fopenber 2001 kepada R, WINOELJO, Pengacara yang=

berkantor di Jl. Edlﬂ‘ Windu Mo, 20 RT-GT' .01 nglt

Jember

Selanjutmya disebut FEWGGUGAT 4
Melawvan i
1. KEPALA IESA PETUNG, Berkesdudukan di Desa Petong, Kecamatan Pangsal =
sari, Kabupaten Jember | -+
Belanjutmya disebut TERGUCAT I ¢
2+ KEPALA EKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMEER, Bexkcedudukan df J1, KH, =
: “Bidiq fo. 55 Jember |

Belanjutnya disebut TERGUCAT o Lf
Pengadilan Tata Usaha Negars Surabaya tersebut ]

Telah membaoa suret gugatan Penggugat tertangmal 17 Jamari 2002
yang terdaftar di Kepaniterman Pengadilan Tatn Usaha Hegara Surabaya —
pada tanggal 17 Jamiari 2002 didewah register pexkara Nomor 1 06/C,TUN/

2002/PTUN,8BY, }

Telah membaoca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Hogaras —

Eﬂﬂm IR
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Surabays FomoT 1§ 06,X/PEN, TUK/2002/PTUN, SET« tanggal 29 Jamarl 2002 -

4 entang Pemnjukian Majelis EHakim §

Telah membaca Penstapan Hakim Fetua Majells Pengadilan Tata —

Usaha Fegara Surataya FomoT | 06 HK/PEN.TUY/2002/PTTN.85Y. tangml 30-

Jamuari 2002 tentang Pemeriksaan persiapan §

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Fengadilan Tata —
Usaha Negara Surabaya Tomox 06/EX/PEN, TUR/2002/PTUN 55T tangzal ——

7 Maret 2002 temtang Femeriksaan hari Persidangmn | =

Telah membaca surat-surat lain yang berkaitan dengan porkaATR =

inl | =—

N0 DOOUK PERCARANYL & =

Meninbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugataomyn -

tertanggal 17 Jamuari 2002 yang texdaftar di Kepanitsraan Pengadilan =

Tata Usaha Hegars Surabaya pada tanggal 17 Jamiari 2002 dibavah ———
1/’5 LS “EI. e perkaxa Nomor | GE!G.WEUGEIPIU! SBY. sebagaimapa yang telsh
. hiki dan diterima pada tanggal T Maret 2002 yang umbuk gelengkap

pebagai berikut 1

pada tanggal 21 Mei 2001 Penggugat telah membeM dari ———

pebagaimans BAMITATI telah menjual kepada Fengrugmt ataa pobidang =

tanah bak Milik terletak &1 Dasa Petung, Kecamatan Patung, Katupaten

Jember, memrut Sertipikat (tanda bukti bek) Milik Yo. 121/Desa ——

Petung, buku tanah tangzal 2 Oktober 2000 tertulis atas pama SAMSIATI

surat ukur tangml 15 Mel 2000 Ho. 52/Pet/2000, luas 6289 meter =

persegl dengan Fomor Tdentifikasl Bidang Tamah ( WIB ) 12434411409

00037, sebagaimaoa termyata darl akta Jual Beli Mo 14/1.,833/7/2001

yang dituat oleh dan dihadapan ETTI BOENTARI, SH. lotaris

di Jember

yang diangkat/ditunjuk sebagnl Pejatat Pembuat Akta Tamah pada =——

un;gnunuzm(mrur-ﬂ._

2. BRhva essvsrres
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2. Pahwa tiada llnn. kemidian, tiba-tiba Penggucat oleh Kepala Polinl ==
Sektor Bangsalsart dipanggil untuk dimintai kateranganoya berkaitan-
Laporan Polisi dari KHUSNUL HIKMAE yang memduh SAMSTATI telah ———
melakukan pemalsuan surat yalah Sertipikat (tanda bukti hak) Mil{k -
Nou 121/Desa Petung tersebut diatas (bukti P<2), akan tetapl sampai-
sekarang Penggugat oleh Polisi Sektor Bansoaleari tidak permeh ——
diadakan paryidikan | o—

3« Bahwa olen sabab itu pada tangzal 16 fopenter 2001 Penggugat mohon =
informas! kepada Tergugat IT mengenal Sertipikat (tanda bukti hak) =
Millk No, 121/Desa Petung tersebut (bukti P-2), dan semenjak itu baru
diketahut oleh Penggugat babwa sebidang taneh hex Milik Fo, 121/Desa
Patung yang dibeld oleh Penggugat dl;ﬂ SAMSTATI tersebut oleh e——
Tergugat IT telah dikeluarkan Juga Sertipikat (tands bukti hak) e

ik No. '1zofn-m Petung, buku tansh tangeal 11 Agustua 2000 tertu-

F"fﬁ;“" mama KHUSNUL HOIKMAH, surat ukur tangeal 9 Jum 2000 Nomor 1
| __ ?fzﬁ-;ﬂf /2000, luas 6300 mater persegi dengan Nomor Idemtifikansi Bldang

N+t =Tanah ( KIB ) 12434411.05.00045

< f"h,;u/n tamah hak M1k Fo. 120/Desa Petung tersebut berasal dart bekas
yasan memurut leter ¢ Fo, 2337 teroatat atas nama BTAFLIAH SHAAERT, =
perail Mo, 143, s III, luas 0,317 Im, j

5» Bahwa olsh karema {tu ssbelum dibuatkan akta Hibah, SJAFIJAH SHAHERT
Beryampaikan bukti tertulis Ssbagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat

(1) Peraturen Pemerimtan No. 24 Tahun 1997, yalah berupa Salinan =
dari Pendaftaran Buku C llbilifl. tanggal 24 September 1960 daxl —08
Tergugat I dengan mengisl Formulir Model D, yang isinya seolab—olah-
diambil dari Pulcy Pendaftaran Buruf O Deasa Petung yang disalin ——-
kFedalanm Formulir Model D, sedangkan terrmyata pamg SJAFIPAH SHANERY
dengan Nomor Buky Pendaftaran Buruf © 2337 untuk tanah sawah pexrail

No. 143, a III, luas 0317 Dm. tidak dicatat dalam Rurn Pendaftaran

Huraf & (TR TTY
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Huruf C Desa Petung sebelum tanggal 24 September 1940 dan tidak ——
diotl4kt oleh SIAPIJAN SHARYRT ssbolun tangzal 24 September 1960, —
padahal Saliman dayd Pendaftaran Buku C sebolun tanggal 24 Septembor
1960 (Pormulir Model 3 D) tersebut menjadt salah saty syarat mtuk -
pengeluaran Sertipikat (tanda bukti hak) Milfk Wo. 120/Desa Patung,-
schingga Salinan dard Pendaftaran Duku C sgbelum tangmal 24 c————.
Septenber 1960 ( Pormulir Model s D ) dimnkaud {sinya tidak bepar, -
dan oleh karunanya cacat hulum 1

6. Bahwa sasudah akta Hideh dituat, maka akta Hitah berfrut Salinan e
dari Pendaftaran Buku ¢ sebelum tanggal 24 Septeshar %0 (Pazamlir

Hodsl s D) tersetut @tatas disampatkan kepada Tergugat IT untule s
didaftar, kemudian oleh Tergugat IT dilekukan Pengumuman dan Juga —
dilnknamlmn rengukuran atas bldang tanah yang tercantum dalam —0o

“:i-__'l -\Bal:lm.n dari Pendaftaran Buku C sebelum tangeal 24 September 1960 -r

\ { Tumullr Model 1 D ) tersebut j

Te h?ln Saliman dari Pund.afturuu Bulku C mebelum tanggal 24 September =
- 41960 (Pormultx Model i D) yang dileluarkan oleh Tergugat I termebute

Jolas bertertangan dengan ketortuan-ketentuan dalam peraturan per —
undang-undangan yang bersifat material/substansial dan Tergugat T —
telsh menyalahgunakan Vewanang dan berbuat sewsmang-wemang sebagai -

mana ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) murutr a, » dan o Undang-Undang

Nomor % Talun 1985 marta Asas-Asas Umm Pomerintahan Yang Balk, —
terutama Asas Kecermatan Parmal |
8. Dahwa sebelum melaksamkan pengulcuran atas bidang tamsh tersabut, —
untuk pengeluaran Sertipikat (tanda bukt{ hak) Milik No. 120/Desa =
Petung, Tergugat IT pasti sudah mengetahui terlebih dahmln dcn;lu -_—

Jelas bahwa bidang tamh tersebut telah pernah diadakan panstapan =
batas dengan tanda~tanda bataa yang telah dipasang terlebih dahuln,-
yang dilaknmkan pada waktu pengukuran atas bidang tamh tersebut -

J_'I..'I_.E' BEsaBsARRaRE
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Juga umtuk pengeluaran Sertipikat (tanda bukti hak) Milik Mo. 121/-
Desa Petung, karems untuk pengukuron atas tammh hak milik Yo, 121/-
Desa Petung oleh Tergugnt II telah d{lakanrmkan terlebih dahulu ——
darjpada ates tamah hak M{lik No, 120/Dema Patung ¢
9. PBalwva sungguhpun telah mengetahul adamym tanda-tands batas yang telah
dipasang dan pada wnktu Pengukuran atas bidang tamh termebut —

dilkuti soorang Kerawat Desa Petung serta pemagang-pemsgang hak atas
bidang tammb yang berbataman Jugn dipanggil untik memyetuind ——
Penstapan batas denzun aemamang tanda-tanda tatas, sudah meharysmya
Tergugnt IT minta keteransan kepada mereka tentansg adarya tanda e
tanda batas yang telah dipasang terlabih dabmlu diatas bidang tamh
tormebut jugm, oamun hal {tu aleh Terguemt II tidak dilakukanmm =

dan terus saja penguluran dihkunnhm '
1'ﬁ'.~huun selain {ta mengena!l Homor Idemtifikasi Bidang Tammh ( KIB ) =
umm: tanah hak Milik No. 120/Desa Petung adalah 12.34.11.05.00045,

{ -mm.n ¥otuk tanah hak Milik Ro. 121/Desa Petung adalsh 12,3%4,11,
/ . _094{!1.’1!33?. padahal memurut pasal 23 ayat (2) Peraturan Memtert —

-—/{uﬂn Agrarin/Kepala Badan Pertarmhan Masiomal Mo, % Talun 1997 —
somyataken bahva Homor Idenfifikasi Bidang Tanah terdiri dar{ 1% —
digit, yaitu 8 digit pertama marupakan kode propinei, Kabupaten, ~—
Kecazatan dan Xelurahan/Desa terpat bidang tamah terletak, dan 5 o
digit terakhir merupakan nomor bidanz tamh, maka termata terdapat
perbedaan dalam mencantumcan kode desa yalah untuk tammh hak Milike
Wio. 120/Desa Petung kode desa 05 dan untuk tarah hak Milik No. 121/

Daen Patung kode desa 09 4
11+ Baa oleh karema hal-hal pada butir A, 9 dan 10 diatas, sudah —

Jelas termyata bahwm Sertipikat (tands bukti bak) Milik Fo, 120/Desa i

Patung, buku tanah tanggal 11 Agustus 2000 tertulis atas Mo —— l

KRUSKIL HIXMAH, surat ®cur tangml 9 Jual 2000 Fo, P4/Pet/2000, ~——

luas sassanEmnw
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|
luoas 6300 meter perseg’ yang dikeluartkan oleh Tergugat II tersebut =

adalah menylmpang darl Peraturan Pemeriotah No. 24 Talmn 1997 J6. —
Pernturan Menteri Fegamm Agraria/Kepala Bedan Pertamahan lasiomal —
Fomox § Tahun 1997 dan bertentangan dengan Asas-Asas Toum Pemerintahan

Yang Paik, terutams Asmas Kecermatsn Formal j-

12, Bahwa XHUSNUL HIKMAN tidsk parmah menguassl tsmah tersetut, sedang =
kan sejak tamh tersebut sebelum dihibahkan oleh SRATI b. P. BOETHI-
kepada SAMSIATI, SEATI b. P. SOERTT telah menguassirya tanpe em——
gangguan dari pihak marapun | demikian juga samm halmya setelah ——
SAMSIATI menerima hibah tamah tersebut dari SRATI be P. SOERTI, =
bahkan sesudah tanpah tersebut oleh SAMSIATI disewakaa kepada GOZALI-
pejak bulan lHopeuber 2000 sampal dengan bulan Nopember 2001 atau e
selama 1 (satu) tahunpun, tiada ganggomn dari slapapun JUga | s

—Jahwa meskipun persewaan tamah termeiut telah berekhir, akan tetapl

'm tersebut telah dikussal oleh SAMSIATI, sedangkan Penggugat —

. | wl e
| ! E
A ! /C T:D.r ; parnyelesaian dari Pengadilan Tata Usaha Negara j
; ;r __j-f._; akibat perbuatan-perbtuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagal-

m terssbut diatas, Pengguget sangat dirugikan j
Maka berdasarkan hal-hal yang telah dikemkakan diatas, Pengzugat sobane
dengnn hormat kepads Papak Fetua Pengadilan Tata Usaha Fegara Surabayn -

sudilah kiranya berkeoan mecrutuskan 1
1« Menerima dan mengatulkan gugatan Pengguget untuk seluruhmya | —

2. Memyatakan batal atau tidak sah ial Formhlir Model 3 D yang
dikeluarkan olsh Tergugat I yang isinya diambil dari Buku Pendaftaran
HBuruf C Desa Petung sebelum tanggal 24 September 1950, yang dimline
kedalam Formulir Model t D tersebut yang menjadi salah satu syarat =
untuk pengeluaran Sertipikat (tanda bulkti hak) M{1ik No. 120fDesa —

Petung §

b 1 M T
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e ﬂi}mm tanggul 8 Pebruari 2002

%, Memyatakan batal atau tidak sah Sertipikat (tanda bukti hak) Millk
No. 120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11 Agustus 2000 tertulis
‘pamo KHUSNUL HIEMAH, surat ukur tanggal 9 Juni 2000 Ho. 04/Pet/2000,
luas 6300 meter perselfl yang dikeluarkan oleh Tergugat II §

4, Mawarintshkan kepada Tergugat I untuk mencabut Formmlir Model § D —
yang isinya sebagaimanma tersebut pada butir 2 distas )

5. Memorintahkan kepada Tergugat II untuk mencatut Sertipikat ( tanda -
bulkcti hak) Milix Ko, 120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11 Agustus-
2000 tertulis atas nama KHUSNUL HIKMAH, surat ulcur tanggal 9 Junl =—

2000 Fos 04/Pet/2000, luas 6300 meter persegi |
€. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk -
membayay biaya perkara

Manimbang, beahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat

e

Ao -
o ___.:::—_-__I_ Ifmﬁir kuasanys berpama SUTIMARKepala Dusun Petung berdasarkan surai-

2 = i ".l.- A
oI /}} kuasa hhgpl 18 Maret 2002, dan Tergugat IT telah hadir pula kuasanya =
' 7,

mﬂ JIJ.;".H. Staf bagian Peryelesaian Masalah Tamh berdasarkan sumat -

Belaniutnya Tergugat I dan Tergugat II menyempaika. jawavanays masing =

masing sebagal terikmt @

Javaban T £ I-

1, Bahwva bemar balwa mebidang tamah hak Milik Bo. 120/Desa Petung, buku
tanah tanggal 11 Agustus 2000 atas mama KHUSKUL HIKMAH, surat uour -
tanggal 9 Juni 2000 No. 04/Pet/2000, luas 6300 meter persegl berasal
dari konversl hak bekas yasan memrut Nomor PBulu Pendaftaran Huruf C
9537 atas nama SIAFLIAH SHARERT, persil ¥o. 143, ® IIT, luas 0,317 Du,
yang oleh SJAFIJAH SHAHERI dihibahkan kepada KIUSNUL HIKMAH dongan =
akta hibah Nomor 594/962/436.563/1999 tanggal 30 Oktober 1933 § ——

2. Bahwa ssssses

|
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2. Bahwa untuk keperluan komversi hak dan hibah dimeksud, Tergugmt I
olsh seorang Perangkat Desa Petung telah disodori Pormulir Madels
D yang telah diisinyn, seolahe-olsh merupekan Selinan daril ————
Pendaftaran Buku C sebelum tanggal 24 Septenber 1950 yang ———
diberikan kepada SJAFIAH SHAHERT, Fomor Buku Pendaftaran Buruf C

. 2537, Desa Petung, XKecamatan Eangsalsari, Kabupaten Jember,
Propinsl Jawva Timur sebagal bukti tahwe taoah sawah persil Yomor
143, a III, luas Q0,317 DIa. Dlcatat mame SJAFIAH SEHAHERI dlla:_u —
buku Pendaftaran HBuruf C Desa sebelum tanggal 24 September 1960 -
dan dimdiliki noama SJAFIAH SHAHERI mebelum tanggal 24 Septenber —
1960, tampa ditelitl dan tanpa memaruh kecurigaan, torus maja ——
Tergugat I membubulican tanda tanganmya diatas Formulir Model 1 D
dimakaud )

5. Pahwa setelsh akta hivah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah =
- ;- Kecamatan Pangsalsari, kemudian akta hibah berikut Saliman dari -
Pendaftaran Buku C sebelum tanggal 24 September 1960 ( Formulir =

Model 1 D ) tersebut diatas disampaikan kepada Tergugat IT untuk-

..didaftar, dan sesudah diadskan Pengimuman dan Pengukurany baru —

5

Tergugat IT mengeluarkan Sertipikat hak Milik No. 120/Desa Petung
buku Tanah tanggal 11 Agustus 2000 atas nama KEUSHNOL HIXMAH ——

teraabut §

4. Bahwa mesudsh Tergugat oleh KEepala Polisl Sektor Pangsalsarl ——
dipanggil untuk dimimtaiketerangammya mengemal Sertiplkat bak —
Milik No. 120/Dema Petung, tuku tamh tanggal 11 Agustus 2000 ——
atas mame KMUSNUL AIKMAH tersebut, baru diketahul oleh Tergugat I
bahwa imi Formulir Model 1 D dimaksud diatas teroyata bukan

palinan darl Pendaftaran Pulku C sebelum tanggal 24 Septamber 1960,
karera tamah sawah pernil Momor 143, a III, luas 0,317 Im. termebut
tidak dicatat mama SJAPIAH SHAITERT dalam Bulu Pendaftaran Huruf C
sebelum tanggal 24 September 1960 dan tidak dimilik! masa ETAFIAR

SHANERI tsrasbut ssbelum tenggml 24 September 1960 |

e E:E_ﬁ__' EERELCEl B ADY
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5« Iabwa pada wniktu diadakan pengukuran untuk pesbuatan surat ukur -
tanggal 9 Junl 2000 Fo, 04/Fet/2000 yang dilekatkan peda Sertipi-
kat hak Milik Fo. 120/Derma Patung, bulu tamsh tangzal 11 Agustus
2000 atas mamn EKHUSSUL HIEMAH termebutpun tidak sepengetahman —
Tergugat I §

Berdasarkan hal-hal yang terural diatas, Tergugat I mohon dengan —
hormat kepada Majellin Hakim hemdakmyn berkerman momutuskan | =————
1+ Memyatalan batal atau tidak ssh isl Formmlir Model ¢ D yang —
dikeluarkan oleh Targugat I yung isinya diambil dari Buku —————
Pendaftaran Huruf C Desa Petung sebolum tanggal 24 Septeambsr 1960,
yang disalin kedalam Formmulir Model 1 D tezsebr: yane conjadi ==
| salash satu synrat untuk menarbitkan Sertipikat hak Milik Fomor 1
120/Desa Patung, buku taneh tanggal 11 Agustus 2000 atas mama ——
_ KHUSHUL HIKMAH, surat ukur tanggal 9 Junl 2000 Nomor 04/Pet/2000,

T R R
A< - = luas 6300 meter peracel |

."' v y i
|-' f /J 2. Memsrinmtahkan kepada Tergugat I untuk moncabut Fermulir Model § D
: ™

fang isloya sebagaimana termabut diatas ¢
43 ' ‘Jafu:u n Tergusat II 1

- 1« Babwo setelah Tergugat IX meapelsder! musster Tenggugs:; =aka jang

‘ menjadi obyek sengkela dalam pexkama inl adalah sertipikat Hak —

| Millk Fo. 120/Petung bulcu tamah tanggal 11 Agustus 2000 Surat ——

Ukur tanggal 9 Juni 2000 No. DMPﬂun&fzmﬂfﬂ.}#.H.GE-Dﬂﬂdﬁ -_—
|

I luas 6300 M2 tereatat atas name KJUSHUL HIXMAH §
' 2, BEahwu benar dalil gugatan penggugat dalam posita butir 1 dan 3 —
yang manyatakan bahwa pada tangeal 16 Hopember 2001 Tergugat II -
tolah menginformasikan kepada Penggugat, bahwa -f,lrl'ﬂd.l'p sebldang=
tapah terletak di Tesa Petung Kecamatan Bangsalsarl Kabupaten ——
Jember disamping tolsh diterbitkan/dllolunrkan Sertipikat Hak ——
Milik Ko. 121/Petung buku tamab tanggal 2 Oktober 2000 luas ——
£.289 ¥ tercatet atsm nams SAMSIATI yang kemudiad telsh dibalik-
gamg kepods TATIN 7. HOLIE (Fecgrusmt

Y nerdssaresn gkt jusl bell

,--_r;:—,_-.—rfT_:_;, S
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tanggal 21 Mal 2001 Fo. 14/1.BS5/V/2001 tuku tansh tanggal 7 Jund —
2001 juga telah diterbitkan/dikeluarian Sertipikat Hak M1ik Ko, 120/
Petang luas 6,500 M2 tercatat mtas pama KHUSNUL EIEMAH |

%, Dahwa Tergugat IT baru mengstahul adamya sertipikat ganda/doble atas
gatu bidang tamh sebagaimara tersebut pada butir 1, pads sasl ——
menghadirl pangzilan Kepolisian Sekior (Polmek) Bangsalparl e————
Kabupaten Jumber tanggal 20 Agustus 2001 guna dimintal keterangan =
setubungan dengan adanmya pengaduvan dari H, Johari Mashur alias Saherly

4. Dahva sesual warksh/arsip yang ada pada Tergumt II, kedua Sartipikat
tersebut ditsrbitkan berdasarkan mlas hak yang berbeda, Seriipiimt ¢
Hak Milik No. 12-/Petung diterbitkan berdasarkan petok © To. 2337 —
persil 143 klaa 8 IIT luas 3.170 M2 tertulis atas nama SJAFIJAH ee—-
SHAHERL yang dilengkapi dengan Akta Hibah yang dituat oleh PPAT s
Camat Bangsalsari tanggal 30 Oktober 1999 No. 594,/962/436.536/1999 —
‘atas oama KHUSNUL HIXMAH, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 121/ —
Prt.un; dlterbitkan berdasarkan petok C lo. 309 persil 143 klas 8 III
1u£ 3,170 M2 tertulis atas pama SRATI Bin, P SUTHI yang dilengkapl=

Jﬂﬂlﬁ Surat Keterangan Marisan tanggal 10 Pebruari 1998 yang —
ditanda tangani oleh segenap ahli smrim darl APATT Pin P, SUTRAI dane
jugm Akea oloen yuug diouat oleh FPAT cimat bangsalsari tanggal 6 —
Deseaber 1999 To. 594/1085/436,563/1999 atas pama BAMSIATI. htnll. —
Sertipikat Hak Milix Fo. 121/Petung buku tamh tanggal 2 Oktober 2000
remdian telah dibalik nams kepada Yatim P. Bolikx (Pengrugat) =———
berdasarkan Akta Jual Bell tanggal 21 Mei 2001 Fo. 14/1.,838/7/2001 =
yang dibuat oleh PPAT Etty Soenmtari, SH, fotaris di Jember § =——

5, Bahwa penexbitan gertipikat Hak Milik lo. 120/Petung Surat Toux —
tanggal 9 Jual 2000 No. 04/Potung/2000 WIB.12.34.11.09.00045 luas —

6300 M2 tercatat atas mama KHUSNOL HIXMAH pelengkapmya didaparian —

atas dokumen/surat-surat sebagal berikut 1

a. Blangke permohoran model A yang ditardatangani oleh Fhusml Alkmahj

b. Blangke Model D yang memnat tentang Saliman Pendaftaran Buky C =
tanggal 24 Beptenber 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Desa —

?n‘tugg I LAl
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Petung, tercatat C Fo. 2337 parsil 143 klas 8 III luas & 3.170 M2

atos nama SJAFIAH SHAHERT
0. Blangko Model E yung memiat tentang Surat Permyatasn Pemilikan —
Tannh dan Burst Permyatsan yang ditanda tanganl olesh Pemchen ——
{ Cusml Hikmah ) dan Kepala Desa Petung §

d, Blangko Model F yang memuat tentang Surat Permyataan Pengukuran yang

ditanda tanganl oleh pemchon ( Kbusmil Hikmsh ) 3
e. ikta Hibeh Fo. 594/962/436.563/1999 tanggal 30 Oktober 1999 yang-
dibuat oleh dan dihadapan Wardiman, BSo PPAT Camt Bangsalsari |-
f. Berlta Acara pelaksamman pengukuran tanah yang dilaksamakan pada-
tanggal 2% Mel 2000, yang telah mememihi asa- com'r=ilotolr ——
delemitatie, yang telah disaksikan oleh perangkat Deaa Petuog —
( Kepala Dusun letak tanah) dan diketahul/dimahkan oleh Kepala —

Berita Acars Penpumuman tanggal 30 Mei s/d 28 Jull 2000 Yo, 504/~
A :
EL/zum yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertamban

e

tangani olsh Panitia A —
L. Berita ioars Fecgesuian Pengumumsa lata Fisix dan Tata Yuridls —
tangzal 27 Jull 2000 No. 537/BA/2000 yang ditandatangani oleh ——
Kepala Kantor Pertamhan Eabupaten Jember yang memyatakan balva —
setelah disdaken pangumman selama 2 (dua) bulan berlaku mlai —

30 Mel 3/d 28 Jull 2000 tidak ada pihak yang mengajukan keberatan

terhadap permohoman termebut |

€. Bahwva penerbitan sertipikat Hak Milik Xo. 121/Petung buku tamah ——
tanggal 2 Oktober 2000 Surat Ukur tanggal 9 Juni 2000 To, 32 /Petung/
2000 KIB,12.54.11.09.000%7, luas 6,289 M2 tercatat atas pama Sanalatl
yang telah dibalik pame kepada Yatim F. Holik, selengkapoya didasar-
kan atas dokumen/surat-surat sebmgai berikut i

a. Blangko pormohoran Model A tanggal 28 Desamber 1999 yang ditanda-

tangani oleh Samaiati )

be Blangko ssesses J
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b Blangko Modal D tentang Saliman Pendaftarn Buku C tanggal 24 —
Beptember 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Petung, ——
tercatat C No. 309 persil No. 143 klas 8 IIT luas 5.170 M2 ntas =
masa Srati b, P, Sutel g

6. Blangko Model B tentang Surat Permyataan Pemilikan Tanah dan Surat
Permyataan yang ditanda tangani oleh pemohon (Samsfati) dan Kepala

Dena Petung j
ds Copy Duku Krawvangan/Bukn Einoikan huruf C Io. %09 persil o. 143
klas 9 ITT luas 5,170 »2 atas pama Sratd b, P, Sutrl 1
o, Blangko Model ¥ tentang Surat Perrmyataan permohomn pengukummn =
yang ditandatangani olch pemchon ( Samaiat!l ) §
fe Surat Zelerangan Warisan tangmal 10 Pebruari 1998 yang ditanda =—
tangand oleh pam ahli waris almarhum Srati Bin P, Butrl dan —

Eepala Desa Petung j

."7“"--.
b o Axta Hideh To. 594/1085/436, 5631"1?99 tanggal 6 Desesbor 1999 ymng
{37 L lﬁih!mt olgh Wardiman, B3a PPAT Camnt Bangsalsari §

lorita Acars pelaksamman pengukuran tamh yang dileksamkan pada=
\—jml 13 Desender 1999 jang telah mememh! asas contradictelir -
delemitatie, yanng telah disaksikan oleh perungkat Deea Patung ——

( Kopala Dusun letak tameh ) dan diketahut/disakkan oleh Kepala =

Dena Petung |
i. Berita Acara Pengumman tanggal 15 Juli 2000 a/d 12 September 2000
Fo. 845/De=a/2000 yang ditandatangani oleh Kepala Eamtor
Pertanahan fabupaten Jember |
J+ Risnlah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang ditanda =

tanganl olsh Panitia A j
k. Berita Acara Pangesahan Peongumman Tmta Fislk dan Data Yuridis ——
tanggal 13 Saptamber 2000 Mo, 1335/BA/2000 yang memyatakan bebus =
setalah diumudcan selam 2 (dua) bulan yang berlaku sejak tangzale
15 Jull a/d 12 Septezber 2000, tidak ada pihak yang mengsjukan ——

kebormtan terhadap parschonan tersebut )

T: BRhWA spapssanana

.
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7. Datwa darl wralan butir 5 dan 6 dapat diketabul 1

2. Dalam penerbitan sertipikat Fak Miltk Fo. 120/Petung, kutipan —
pondaftaran buku C No. 2337 ( Model D ) scbagal alas hak pembuatan
Acta Hibah tangeal %0 Oktober 1999 Fo. 594/962/436.563/1999 tidak
diduicung dengan tuicti copy Pendaftaran Buku O (Buku Krawangan/ =
Tuku Pinsian) sedangkan Model D dalam penorbitan sertipikat Hak -
¥i1lk Ko. 121/Petung dikuatkan densan tukti copy Pendaftamn Buku

C (Puku Kravangan/Buku Rinolkan ) '

b, Pengukuran tamsh untuk penmorbitan sertipikat BEak Milik Fo, 121/=
Petung dilaksanaken terlebih dahulu, yaknl pada tangrel 13 ——
Desember 1999, sodangkan penguluran teamah urtvk penerititan sertl=
pikat Aak MUk Yo. 120/Petung dilekeanakan pada tangml 25 Vel =
2000 |

8, Pahwa torhadap dalil Pensgugat sebagnimama petitum butir 8 dan 9, =—

/ 1 'j_bhak: somual laporan yang disarpallan petugas urur yang malaksarmionne
te— - i
/s S

pefgukumn blidang tammh Hok Milik Yo, 420/Petung kopada Tergugmi II,

g _lnit?vji‘hhn bahwe dlatas sudutesudut bidang tarmah tersebut pada sant=

- 149/ t1dak mampek sdamyn tugu-tuge batas yang telah terpasang, ———

sshingga peitugas ubur yang bermangkutan tidak mangetahui bahwn ——
terhadnp bidang tamah termebut jugm mudah permh diadakan pengukuran

untuk keperluan penorbitan pertipikat §

Terhadap fakte adamra tugu-tugo batas yang sndah permh dipasng —
pada saat dilaksarmkan pengukuran bidang tansh Fiak M1k %o, 121/ —
Patung sebegaimarm Berita Acara Aasil Pengukcuran, narun kermdian ——
Lermyata hilang (tldsk terpassng), dimmgkinkan telah dicatut/ ——
dipindsh tacpa sepengetahmn Terpugat IT §
9, Behwva atas daser uraian distas, maka ferputat II tetap borpandirian,

bahwa mecaTa munﬂmduinintutif penorblitan kedun sertiplkat ——
tersebut Sidak meryalahi/melanggar ketentuan Pernturan Perundangn =
yaog berlakn (Persturan Pemeriotah ¥o. 24 Tahun 1997 pamal 17, 24, =
26 dan 28 yo. Peraturan Menteri Fegama Agraria/Kepala BPN ¥o. 3 tahun
1597 pamssl 76, TT #/d 91 ) &

10, m Il
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10, Bahwa 4terhadap adarmya fakta balva dalam proses tersebut termmta -
telah terbit sertipikat ganda atas 1 (satu) bidang tamah, maka —
melalul Peradilan Tata Usaba iml dapat diunjl kebemarun materiil —
atas keabsahan alas hak/buktl perolehan hak yang diajukan sebagal-

dasar penerbitan termebut §

11. Babwva sistem pendaftaran tamsh yang diamt oleh Undang-Undang Pokck

Agraria adalah pistem negatif (periksa pasal 19 ayat 2 huruf 0 =
Undang-Undang Mo, 5 tahun 1960) dan dalam yurisprudensi Fo. 459 K/
SIP/1975 tanggal 18 September 1975, Mabkamh Agung RI berpendapat-
dalam pertisbangan hukummya mermyatakan babwva 1 " Mengingat stelsel

negatif tentang reglster/pendafiaran tamah-tamh 4 Indonesia, maka

terdaftarmya meseorang didalam register lmkanlah berartl abeolut =
menjadi pemilik tamah tersebut apablla ketidak abeahanmyn dapat —
-.E{x,dl‘hmthn oleh pihak lain (seperti baluya dalam perkara inl) § —

L ﬁih- oiri-oirl pokok sistem negatif adalah baiwva, Pelabat Kantor-

| Ailanaan Atdak barkevaiiban meryelidiki kebemaran materiil dari=

" duratesurat/dokumen yang diajukan kepadamyn §

Babwva bardasarian hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, -
maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang —

memeriksa perkars ini untuk berkenan menjatubkan putusan yang sendil=bal

adilan ( Bx Asquo Et Bomo )

Mamimbang, bala selanjutnya pihak Penggugat memynzpaikan ——
Replikmyn, sedangkan Tergugat I daa Tergugat IT mematakan tidak ———
mengajukcan Duplik, harya sscara lisan bertetap pada javadanmya | —

Monimbang,-umtuk menguatkan dasar dan alasan gugtanma, pihak-
Panggugat sengajukan alat btukti sumt berupa foto copy yang telah e
dicoookkan dongan aslimya diberl materai dan tanda P,1 sampai dengan =

P.’ sebagni berikui 1
1. Poto ocopy Akta jual bell Fo. 14/1.2SS/U/2001 tanggal 21 Mel 20071 —

dituat oleh Bity Soentari lNotaris di Jember, (Bukti'Pei ) | =——
2. Foto sopy sertipikat bek milik Mo, 121 tangsal 12 Okteber 2000 atas

para Yatim P, Holik. ( Bukti P-2 )y
B, Foto sssenss

|


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-‘\5-

3, ¥Yoto copy ourmt dari Kepala Eantor Dimas luar %1 PEB Jember tanggal
10 Nopamber 1988 MNo. 8.2607/WP3 06/K1.3511/1988, (Buktl P-3 ) § —
Mernimbang, bahwa umbtuk membantah gugatan, Pihak Terguzat II ——

telah mengajukan buktli surat berupa foto copy yang telnh disocckkan -
dengan salimyn, dan dibutuhl materai diberi tanda T,II-1 sampal dengan=

7, I11-10 saedangkan Tergugat 1 tidak mengajukan bukti sural, bukti=bulcti

mana sobafal horilat t
1. Fote copy sertipikat Hak Milik Io. 120/Desa Petung tanggal 11 ——
Agustus 2000 stas mama Khusmal Hikmeh dan surat vicarmya Fo. 04/ o

Petung/2000s ( Bukti TeII=1 ) 1 ~—

2. Foto copy sertipikat hak milik lo. 421/Desa Petuns tansal £ —— 1

Oktober 2000 ane Yatim P, Holik dan surat ulcurmya No. 12 /Petung/2000

( Pukti TaII=2 ) 3 |
. Foto copy Gambar ukur No. amzafm sn. Kiusml Hikmah, (Bukti w.n—:],\

unp-; Gambar Ukur Ho, 268/2000 an. Samsiaii. ( Buectl T,II=4 ) 1=

|
w copy surnt pendaftaran huruf C Desa an. Sratl b, Pa Sutrl No.=- I
o ( Bukti TII-6 ) § — I

7. Foto copy surat pandaftaran turuf C Desa an. Sjafijah Shaherl Fo. =

2357, ( Bukti ToII=T ) 1§
8, Poto copy Akta Hibah No. 594/962/4364563/1999 tanggal 30 Oktober =

1999 ( Bukti TwII=8 ) § -
9, Foto oopy model A konversi pengakuan bak ane Thusml Hiksah, ( Baktl

T,II=9 ) §

10. Foto -unmr model E, pernyatasn pemilikan tamnh dan surat pormataan=

an. Khusmul Hikmah, ( Bukti T.II~10 ) —
Merdmbang, behwa umtul pembtuktian aelanjutmm, para plhak balk =
Penggugat maupun Targugat I, Tergugat 11 tidakx mengajukan pakni-saksl |
Menimbang, bahwa pelanjutnys Penggugat menga jukan kesiopulan, —

dan demikian pula Tergugat IT juga memyampalkan kesirpulammya | —

Marimbang, bahwa pada akhirnya plhak=pihalc memohon untul e——

dijatuhican putusan |}
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TENTARG HULTMEYA ¢ =— —
Memimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah pebagaimam e

4t ersetut diatas .
Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa ini adalah 1 —T-

1. Petok model D Nomor 23277 sebagai salinen petok C 2357 atas pDama =—

-fjaflan Shaherl yang dikelnarkan oleh Tergugat I § —
2. tentang Sertipiiat Hak Millk atas tanah Homor 120/Deca Petung,——
Escamaian Bangmalsari, Kabupaten Jomber Propin=l Jawa Timur atas —
pama Ehugnul Hilkmah yang dikeluarkan oleh Tergugat II j ————
Menimbang, btetwa dari jawab menjavab antara Penggugat dan ——

Tergugat I dean Tergugat IT.dipersidangan terdapat fakia yaog twwp-

setagail berikut 1
- Hnmru* Penggugat mecpumyal Imk pllik atas tamah dengan pertipikat —
Hnmur 121 Desa Petung, tmmtan Bangsalsari, Kabupaten Jembar, =—
I/ﬁw‘plm Java Timar, yang berasal dari jual bell dengan Sansiati j =
daxl krawvangan desa Petung tercatat dari tuku C 309 persil —

Flas TIT luas 3170 M2 atas npama gratl B. P» Sutrl | ——————

n panarbitan kedua sertipikat tersebut pasing-meing telah —

ememhi prossdur yang ditentukan j —

Memrut Pihak Te y 3 )

= Membeparkan tahwa disamping manarbitkan formulir model D Fomor 03277
sobagal salipan petok leter ¢ 2337 atas pama Sjafiah mm}aup —_

telah menerbltkan formulir Model D Mo. 001620 saliman later O Homor

309 atas rama Sratl B. P. Sutxl | —
~ Penerbitan Model D itu untuk tapah yang suma YADE terletak di Desa =
Petung Kecamstan Bangsalsaxi, Fabupaten Jember Jawa Moy | ——
- Diakui pihak Tergugat I talna berdasay Buiku Erawangan Desa Petung =
yang ada tercatat Nomor %09 adalah Brati B, P. sptrl | ——
Merurut Pihak Tergugat IT 1
= Membebazican tebwa disamping menerbltican pertipiknt Hak Millk atas —

tamb Nomor 1251 Desa FPetung Keocamatan Pangsalsari Kabupaten JenbeT =

m& YTT L

‘
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Propinsi Jawa Timur atas mma Erusmil Hlemah suret vkur NomoT 64/ =
Potung/2000 soluas 6300 @ juga umtuk tanah yrng sama mensrbitkan =
Bartipiket Hak Milik Formor 121 Desa Potung YXecamatan Bangsalsari —

. Ksbupaten Jomber, ‘Propinsi Jowa Timur atas mama Samslatl yarg ——

dialitkan kepada Penggugat |
Menimbang, btalva dari fakta yang torungkap tersebut telah diakui

oleh Tergugat II balna terjadi sertipikat ganda dengan atas mama yang-

berbeda untuk tapah yang sama § =
Menimbang, tahwa uotuk manbulctilcan dalil-daliknya paaings-masing

talah mengajukan buktl dimana 1 ==

Penggugat mengajukan tuictd surat P-1 sampal dengan P=3 pedang =
Tergugat I waloupun t1dak memgajukan buicti termendiri, tapl mergampal=
kan foto copy surat krawangan de=s, pada mant pemberi keterangan di —

'pmri'r.mn parsiapan, sedang angugnt 1T telah memgajukan bukil surat

niuhnns. bahwa selsnjutoya terhadap ponarbltan pertipikat —
( vide T.II-1 dan TeII-2 ) perlu diteliti beik darl segl —
maupun substansimys dimana memirut Tergugat II sudah diparmhl
ﬂakumn prosedurs pendaftarannya sesual dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 1999 dam hal inl didukung dengan buktd T.II=1, P II=2 =

serta T.I1-3 sampal dengan n,I1=10 j =

Nasun demikian terhadap buktl formlir D Nomor 03277 atas mama Sjafish
ghaheri ( T.II=7) setelah dicoockkan dongan Buku Krawangan Desa Petung
ternyata leter C Nomor 2537 yang disalin menjadi formlir D Yomoy —
03277 tersesbut tidak tercatat dalanm Puku Krawangan Desa Petung termobut

dan yang tercatat adalah later C lomoT 309 atas mma gratt B. P. Sutrl

dan disalin menjadi formulir p 001620 { T.XI-6 ) § —

Meninmbang, bahwa karemd formilir D balk HomoT 03277 atap pame =
gjafiah Ehaheri maupun formlir D Fomor 309 atas pam grati B, P, Sutri
nasing-masing menjadi persyaratan btagl terbitmyn sertipilizt Fos 120 =

Tiasa Petung, Kecamatan Bangnalsari, Kabupaten Jember dan pertiplat —

_ﬂ_ﬂ__;! ---lll.---)
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Homo= 121 Dosa Patung Kecamntan Mangoalsari Kabupdten Jozer ( ToII=2 )|
sedangkan persyaratan formmlir DO32T7 atas mmm Oiafish Braherl tidalke=
taroatat dalam buku ‘trawongan letew 0 Deca Potung, maka dapat disiepul-
kan boha darl segl substanal tordapat oucat yuridis yaitu terhadap —
penarbitan Bortipikat Nooor 120 Dosa Tetung Kecamatan Pangmlmari ——

FKatupaten Jesber atas moa Thunoul Hllomah |
Manizbeang, babwa olsh karena terdapat cacat yuridis mka olnreictu
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Demikian diputus dalam permugyavaratan Majelis Fakim pada hard 3
EAMIS, tanggal 16 Mei 2002 oleh kami SUTOYD, SH. Wakil Ketua yang ——
ditunjuk mebagal Ketua Sidang dengan HEAMBALT, S, dan ISWAN HSEWIN, SH.
sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibacakan pada permldangan yang —
4 exbulca untuk umum pada bari SELASA, tangeal & Junl 2002 olah Xatua —
Sidang dengan dinadiri oleh ISWAR HZRWIN, SH. dan DAMI ELPAN, Sfs ——
Hakim Anggota dengan dibantu oleh ASHARTYALI, SH. Panitera Penggantl —
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dipadiri oleh kuasa =

Penggugat dan Xuasa Tergugat II tanpa hadiymya Dergugat I atau kuasamyay

HAKIM = HAKIM ANGGOTA, KETUA SIDARG,

SUTOYO, SH

PANITERA PENGGANII,

b :5
ASHARTTADI, SH.
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2, Matural scacvisnsnannnnan Rpa 6iﬁml-'

5. I.epanitimn "YIIA AL N]] Rp.166.DCICI,-

Jumlah ssesssnsnses _%;1;2-“)‘0'-

( Sermtus tujuh puluh lima ridu rupiah h
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